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The research was tested empirically regarding an internal functional control-
ling personnel’s professionalism effect on accomplishing the government
audit as well as its implications on local government agency financial
accountability. The study was conducted by survey method. The size of samples
was 150 official offices and 150 team chiefs who inspected Municipal
Government and Regency’s official offices in West Java Province area. The
analysis method used in this research was descriptive analysis with the
analysis tool using the Structural Equation Modeling. Based on the results
of data analysis and discussion, it was obtained the following research
findings that internal functional controlling personnel’s professionalism
has positively effect on implementing government audit; implementation of
government audit has implication on quality of local government agency
financial accountability.

Keywords:  professionalism, government audit, investigation audit and quality
of financial accountability.

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan Instansi Pemerintah
Daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok
dan fungsinya, oleh karena itu mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas
keuangan. Akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah Dae-
rah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/
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Kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organi-
sasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran sesuai dengan upaya untuk mewujudkan suatu iklim
pengelolaan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang dapat menja-
lankan amanah dari rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta
mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada rakyat. Hal ini
dapat mewujudkan transparansi yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada
Pemerintah, dan masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
nasional. Kondisi ini dalam kenyataannya belum terwujud sebagaimana yang diha-
rapkan, hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian dan kejadian yang ada
di masyarakat.

Menurut hasil penelitian Booz-Allen dan Hamilton, tahun 1999 Indonesia
menduduki peringkat paling rendah dalam hal indeks good governance dan indeks
korupsi dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Booz-
Allen dan Hamilton menyatakan pula bahwa semakin rendah angka indeks maka
semakin rendah tingkat good governance dan semakin tinggi tingkat korupsi dan
ini menunjukkan pula bahwa akuntabilitas belum berjalan sepenuhnya.

Fenomena di masyarakat yang mengambarkan akuntabilitas keuangan
belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya
kebocoran anggaran, pengukuran kinerja Instansi Pemerintah lebih menekankan
kepada kemampuan Instansi Pemerintah dalam menyerap anggaran, pengawasan
fungsional belum efektif karena belum dilaksanakan secara professional. Akuntabi-
litas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah bukan hanya sekadar
laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang bersifat
formalitas, tetapi berisi informasi yang kredibel bagi para penggunanya. Dengan
informasi yang kredibel, pengguna akan terpengaruh dalam melakukan pengam-
bilan keputusan yang terbaik. Masalahnya apakah akuntabilitas keuangan yang
dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan sepenuhnya
sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkualitas.
Untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas perlu didukung
dengan unsur pengawasan. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas keuangan berisi
informasi yang tidak mengandung kesalahan yang material dan sesuai dengan
per-aturan perundang-undangan.

Dalam Pemerintah Daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern
Pemerintah Kabupaten/Kota yang membantu pimpinan Pemerintah dalam mela-
kukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan
visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditentukan. Pengawasan fung-
sional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan
berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan (PP No 20 Tahun 2001). Untuk
melaksanakan fungsi-fungsi tersebut aparat pengawasan fungsional dapat meng-
gunakan berbagai tipe audit pemerintahan. Tipe audit pemerintahan yang sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan dan kebutuhannya, serta sifat, tujuan dan
ruang lingkupnya dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu, audit keuangan,
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audit kinerja dan audit investigasi (Rosjidi 2001, Bastian 2001). Agar hasil audit
memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, aparat pengawasan
fungsional intern selaku auditor yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan
keuangan dan kinerja operasional Pemerintah Daerah, harus memiliki profesiona-
litas, yaitu persyaratan kemampuan/keahlian, independensi dan penggunaan kema-
hiran professional secara cermat dan seksama (Badan Pemeriksa Keuangan 1995).

Atas dasar fenomena tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti lebih
lanjut mengenai apakah profesionalitas aparat pengawasan fungsional berpengaruh
terhadap pelaksanakan audit pemerintahan dan bagaimana implikasinya kepada
kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Jawa Barat.

Penelitian ini disusun dengan urutan penulisan sebagai berikut pertama,
pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pertanyaan penelitian
dan organisasi penulisan. Kedua, profesionalitas aparat pengawasan fungsional in-
ternal dan pelaksanaan audit pemerintahan, pelaksanaan audit pemerintahan dan
kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah. Ketiga, metoda penelitian
terdiri atas pemilihan sampel dan pengumpulan data, operasional variabel serta
metoda analisis. Keempat, hasil penelitian yang berisi hasil dan interpretasi pengu-
jian hipotesis. Terakhir, penutup yang berisi simpulan, implikasi, keterbatasan
penelitian dan saran untuk peneltian selanjutnya.

RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perilaku profesional yang memadai pada aparat pengawasan fungsional
merupakan kebutuhan dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas
jasa yang diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional
akan meningkat, jika auditor memiliki kemampuan professional dalam melaksana-
kan pekerjaannya. (Arens et al. 2006, Maryani dan Ludigdo 2001, Wahyudi 2003)

Jika kegiatan audit dilandasi dengan kemampuan professional aparat
yang melakukan audit yaitu (1) memiliki kemampuan/keahlian yang disyaratkan,
(2) independen, (3) serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan
seksama, maka hasil audit yang dilakukan akan lebih baik (Arens et al. 2006,
Wahyudi 2003, Ikatan Akuntan Indonesia 2001, Badan Pemeriksa Keuangan 1995).
Dengan demikian secara konseptual profesionalitas aparat pengawasan fungsional
mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan audit pemerintahan. Atas dasar uraian
tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H,: Profesionalitas aparat pengawasan fungsional internal berpengaruh positif
terhadap pelaksanaan audit pemerintahan.

Kegiatan audit pemerintahan adalah manifestasi dari pelaksanaan dan
pertanggung jawaban pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengelola keuangan
dan operasionalnya. Untuk dapat menjamin pertanggungjawaban yang handal
(accountability assurance) diperlukan audit yang memadai, yaitu audit keuangan,
audit kinerja dan audit investigasi (Rosjidi 2001, Bastian 2003). Audit keuangan
akan meningkatkan bobot pertanggungjawaban atau akuntabilitas, karena mengha-
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silkan laporan yang independen tentang apakah informasi keuangan yang disusun
Pemerintah disajikan secara wajar dan serta memenuhi persyaratan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (The Comptroller General
of the United States 1988, Bastian 2003, Badan Pemeriksa Keuangan 2006).

Audit kinerja akan meningkatkan bobot pertanggungjawaban atau akun-
tabilitas, karena audit tersebut menilai secara independen terhadap kinerja Instansi
Pemerintah, termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakan, dengan
tujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
Pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan 1995, The Comptroller General of the
United States 1988, Dittenhofer 2001, Bastian 2003, Badan Pemeriksa Keuangan
2006).

Bagi Instansi Pemerintah Daerah, audit investigasi memberikan informa-
si pembuktian dugaan adanya penyimpangan adanya unsur tindak pidana korupsi.
Hal ini akan memberikan kontribusi bagi mutu akuntabilitas Instansi Pemerintah
khususnya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas korupsi. (Bastian 2001, Rosjidi 2001).

Dengan melakukan audit investigasi, adanya indikasi ketidak beresan
dan unsur perbuatan melanggar/melawan hukum akan terungkap. Hal ini akan
berdampak pada kualitas akuntabilitas keuangan yang tidak hanya sekadar meng-
ungkapkan pertanggungjawaban keberhasilan tetapi juga mengungkapkan kega-
galan dalam mengelola pengendalian keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Audit
investigasi juga bertujuan untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban atau
akuntabilitas dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Badan
Pemeriksa Keuangan 2006).

Akuntabilitas keuangan dikatakan berkualitas bila berisi pertanggung-
jawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk menjalankan program dan
aktivitas pemerintahan, berisi penilaian kinerja keuangan, dibangun berdasarkan
sistem informasi yang handal, adanya penilaian yang objektif dan independen atas
akuntabilitas keuangan, adanya tindak lanjut. (Mohamad 2004). Berdasarkan pem-
bahasan-pembahasan tersebut, maka secara konseptual pelaksanaan audit atas
Instansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari audit keuangan, audit Kinerja dan
audit investigasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional intern mempu-
nyai pengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah. Atas
dasar uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H,: Pelaksanaan audit pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas akun-
tabilitas keuangan Pemerintah Daerah.

METODA PENELITIAN

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD. SKPD merupakan unsur-
unsur pelaksana Pemerintah antara lain terdiri dari sekretariat Daerah, dinas Daerah
dan lembaga teknis Daerah yang terdapat pada Pemerintah Daerah yang bersang-
kutan. Sedangkan populasi yang diteliti adalah seluruh kantor dinas pada Pemerin-
tah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
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Dari populasi penelitian tersebut akan ditentukan ukuran sampel peneli-
tian. Untuk menentukan besarnya unit sampel yang digunakan, ditentukan oleh
metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Metoda analisis yang digu-
nakan adalah analisis structural equation model (SEM). Jumlah sampel minimal
yang tepat untuk penggunaan metoda maximum likelihood estimation (MLE) da-
lam analisis SEM adalah antara 100 sampai 150 (Hair et al. 2006) sehingga besar
sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 150 responden. Populasi yang
diteliti memiliki karakteristik relatif homogen, maka penentuan sampel dilakukan
dengan teknik simple random sampling (Rasyid 1994). Dalam memperoleh data,
penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara langsung dan pem-
berian kuisioner penelitian kepada responden penelitian, yaitu SKPD.

Variabel dalam penelitian ini dibedakan antara variabel penyebab yang
selanjutnya disebut variabel eksogenus dan variabel akibat disebut sebagai variabel
endogenus. Variabel eksogenus dalam penelitian ini adalah profesionalitas aparat
pengawasan fungsional intern (KSI1) yang terdiri dari persyaratan kemampuan/
keahlian (X1), independensi (X,), penggunaan kemahiran profesional secara cermat
dan seksama (X3).

Variabel endogenus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan audit peme-
rintahan (ETA1) yang terdiri dari audit keuangan (Y,), audit kinerja (5), audit
investigasi (Y3); Kualitas Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah
(ETAZ2) yang terdiri terdiri dari akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan aktivitas pemerintahan
(Y4), akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan (Y’s), akuntabilitas
keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal (Y), akuntabilitas
keuangan dinilai secara objektif dan independen (Y-), adanya tindak lanjut terha-
dap laporan penilaian akuntabilitas keuangan (Ys).

HASIL PENELITIAN

Dari analisis data diperoleh estimasi dan pengujian parameter model
yang dijelaskan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Informasi yang diperoleh dari hasil
analisis data menunjukkan bahwa meskipun hasil uji kesesuaian model memberikan
nilai p-value yang lebih kecil dari nilai yang disyaratkan model fit sebesar 0,05
tetapi dilihat dari ukuran GFT lain, yaitu nilai RMSEA lebih kecil dari 0,08 serta
nilai GFI, NFI, NNFI dan nilai CFI semuanya memberikan nilai yang lebih besar
dari 0,90 dapat disimpulkan bahwa model adalah fit dengan data.

Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur yang signifikan antara
profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern dengan pelaksanaan audit pe-
merintahan. Hal ini ditunjukan oleh besarnya nilai koefisien jalur yang diperoleh,
yaitu 0,8834 dengan nilai t-hitung sebesar 7,3738 (p-value 0,000 <0,05). Dengan
demikian H; terdukung yang berarti bahwa tingkat profesionalitas aparat penga-
wasan fungsional intern berpengaruh positif terhadap tingkat pelaksanaan audit
pemerintahan. Besarnya pengaruh tingkat profesionalitas aparat pengawasan fung-
sional intern terhadap tingkat pelaksanaan audit pemerintahan (0,8834)?= 0,7805

105



Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Agustus

dan pengaruh faktor lain sebesar 0,2195. Dilihat dari perspektif teoritis, hasil
penelitian ini sejalan dengan pendapat Wahyudi (2003: 3), Maryani dan Ludigdo
(2001: 51), Arens et al. (2006: 78) yang menyatakan jika dalam pelaksanaan tu-
gasnya aparat pengawasan fungsional memiliki mutu profesional yang tinggi maka
dapat diyakini hasil pemeriksaan yang dilakukan akan lebih baik.

UJI MODEL FIT
Chi-square = 65.18
0.0764 0.0763 0.3137 df =42, P-value = 0,012
+ + % RMSEA =0.061
GF1=0.9263
Y1 Y2 Y3 AGFI = 0,8842
\ * / NFI = 0.9566
NNFI =0.9780
0.9611‘ 0.9611 0.8284 CF1=0.9832
0.8401  0.8035 0.8715
0.2195 0.8193 0.879¢ 0.9267 0.7579 0.7721
/ % \ V' ¥ Y ~Sa
X1 X2 X3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8
0.2943 0.3544 0.2405 0.3288 0.2258  0.1412 0.4256 0.4039

Gambar 1. Estimasi Paramater Model
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Gambar 2. Diagram Jalur T-value Model
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Hasil pengujian variabel endogenus pelaksanaan audit pemerintahan
dengan variabel endogenus kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah
Daerah diperoleh nilai atau koefisien jalur yang signifikan antara pelaksanaan
audit pemerintahan dan kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah,
yaitu 0,7457 dengan nilai t-hitung sebesar 6,8655 (p-value 0,000 <0,05). Dengan
demikian H, terdukung yang berarti bahwa pelaksanaan audit pemerintahan ber-
pengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah
Daerah.Besarnya pengaruh pelaksanaan audit pemerintahan (ETAIL) terhadap
kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah (ETA2) adalah
(0,7457)*= 0,5560 dan pengaruh faktor lain sebesar 0,4440.

Dengan pelaksanaan audit pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pe-
ngawasan fungsional intern yang profesional akan mempunyai implikasi kepada
kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah karena dari hasil audit
akan diperoleh masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keu-
angan. Temuan empiris penelitian ini sejalan dengan pemikiran Bastian (2004: 51)
yang menyatakan bahwa mekanisme audit merupakan sebuah mekanisme yang
dapat menggerakan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan.
Hal ini mengandung makna bahwa mekanisme pelaksanaan audit pemerintahan
mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah.

Penjelasan hasil estimasi parameter untuk profesionalitas aparat penga-
wasan fungsional intern disajikan dalam Tabel 1, pelaksanaan audit pemerintahan
disajikan dalam Tabel 2 dan kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah
Daerah disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 1. Hasil Estimasi Indikator untuk Profesionalitas Aparat Pengawasan
Fungsional Intern

Indikator Estimasi t-hitung 2 Error
Parameter Variance

Persyaratan kemampuan/keahlian (X) 0,8401 12,3231 0,7057 0,2943

Independensi (X3) 0,8035 11,5186 0,6456 0,3544
Penggunaan kemahiran profesional 0,8715 13,0490 0,7595 0,2405
secara cermat dan seksama (X3)

Cunstruct Reliability 0,8768

Variance Extracted 0,7036

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Dari Tabel 1 terlihat nilai t-hitung untuk setiap indicator variabel profe-
sionalitas aparat pengawasan fungsional intern (KSI1) lebih besar dari 1,965,
Cunstruct Reliability berada di atas nilai batas terendah sebesar 0,7. Nilai Variance
Extracted berada di atas nilai batas terendah sebesar 0,50, yang menunjukkan bahwa
semua indikator yang digunakan membentuk variabel profesionalitas aparat penga-
wasan fungsional intern. Penelitian ini menunjukkan suatu fakta yang tidak dapat
dipungkiri, bahwa profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern dicirikan
oleh persyaratan kemampuan/keahlian staf yang melakukan audit, independensi
dan penggunaan kemabhiran profesional secara cermat dan seksama.

Tabel 2. Hasil Estimasi Indikator untuk Pelaksanaan Audit Pemerintahan

Indikator Estimasi t-hitung R? Error
Parameter Variance
Audit keuangan () 0,9611 10,0009 0,9236 0,0764
Audit kinerja (Y,) 0,9611 10,0010 0,9237 0,0763
Audit investigasi (Ys) 0,8284 8,9370 0,6863 0,3137
Cunstruct Reliability 0,9419
Variance Extracted 0,8446

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari Tabel 2 terlihat nilai t-hitung untuk setiap indikator variabel pelak-
sanaan audit pemerintahan (ETA1) lebih besar dari 1,965, nilai Cunstruct Reliability
berada di atas nilai batas terendah sebesar 0,7, nilai Variance Extracted berada di
atas nilai batas terendah sebesar 0,50, ini menunjukkan bahwa semua indikator
yang digunakan membentuk variabel pelaksanaan audit pemerintahan. Hasil pene-
litian ini menunjukkan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaksanaan
audit pemerintahan dicirikan oleh audit keuangan, audit kinerja dan audit investi-
gasi.
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Tabel 3. Hasil Estimasi Indikator untuk Kualitas Akuntabilitas Keuangan
Instansi Pemerintah Daerah

Error
Variance

Indikator Estimasi t-hitung  R?
Parameter

Akuntabilitas keuangan berisi pertang- 0,8193 11,2362 0,6712  0,3288
gungjawaban pengelolaan keuangan

untuk melaksanakan program dan kegi-

atan pemerintahan ()

Akuntabilitas keuangan berisi penilaian 0,8799 12,3755 0,7742  0,2258
kinerja keuangan (Ys)

Akuntabilitas keuangan dibangun berda- 0,9267 12,2249 00,8588 0,1412
sarkan sistem informasi yang handal (Y¢)

Akuntabilitas keuangan dinilai secara 0,7579 10,1496 0,5744  0,4256
objektif dan independen (Y5)

Adanya tindak lanjut terhadap laporan 0,7721 10,3947 0,5961 0,4039
penilaian akuntabilitas keuangan (Yg)

Cunstruct Reliability 0,9189

Variance Extracted 0,6950

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari Tabel 3 terlihat nilai t-hitung untuk setiap indikator variabel kualitas
akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah (ETAZ2) lebih besar dari 1,965,
nilai Cunstruct Reliability berada di atas nilai batas terendah sebesar 0,7, Nilai
Variance Extracted berada di atas nilai batas terendah sebesar 0,50, ini menunjuk-
kan bahwa semua indikator yang digunakan membentuk variabel kualitas akunta-
bilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Penelitian ini menunjukkan suatu
fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kualitas akuntabilitas keuangan Pemerin-
tah Daerah dicirikan oleh akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pe-
ngelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan,
akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan, akuntabilitas dibangun
berdasarkan sistem informasi yang handal, akuntabilitas keuangan dinilai secara
objektif dan independen, adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas
akuntabilitas keuangan.
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PENUTUP

Profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern berpengaruh positif
terhadap pelaksanaan audit pemerintahan. Hal ini mempunyai makna jika aparat
pengawasan fungsional intern memiliki kemampuan profesional yang memadai
akan memberikan kontribusi kepada pelaksanaan audit pemerintahan, sehingga
mendapatkan hasil pekerjaan audit yang lebih baik. Pelaksanaan audit pemerintahan
berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah
Daerah. Hal ini mempunyai makna bahwa pelaksanaan audit pemerintahan akan
menggerakan makna akuntabilitas keuangan, yang berisi pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
Pelaksanaan audit pemerintahan mempunyai kontribusi terhadap kualitas akunta-
bilitas keuangan apabila dilaksanakan oleh aparat yang mempunyai kemampuan
profesional sebagai auditor.

Temuan hasil penelitian ini, dapat dijadikan suatu model bahwa (1)
kemampuan profesional yang harus dimiliki aparat pengawasan fungsional intern,
yaitu memiliki kemampuan/keahlian yang diperoleh dari pendidikan formal yang
berhubungan dengan pengauditan dan akuntansi, pengalaman kerja dalam profesi
sebagai pemeriksa (auditor), pelatihan/pendidikan profesi berkelanjutan dan dapat
mempertahankan sikap independen serta mengimplementasikan kemahiran profe-
sional sebagai auditor secara cermat dan seksama; (2) Pelaksanaan audit pemerin-
tahan harus meliputi aspek keuangan, kinerja dan pengusutan dalam upaya mene-
mukan penyimpangan dan penyalahgunaan sumberdaya Pemerintah; (3) Akun-
tabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah harus berisi pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan/anggaran, penilaian Kinerja keuangan, dibangun berdasar-
kan sistem formasi yang handal sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat
dipercaya serta berguna sebagai umpan balik yang dapat ditindak lanjuti; (4) Temuan
penelitian ini dapat dijadikan rujukan pula bahwa pelaksanaan pemeriksaan (audit)
Instansi Pemerintah Daerah harus dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional
intern yang memiliki kemampuan profesional yang telah disyaratkan sehingga
akan menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan yang memadai.

Masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat membentuk profesionalitas
aparat pengawasan fungsional intern dan kualitas akuntabilitas keuangan yang
perlu diteliti lebih lanjut. Adapun faktor-faktor lain yang dapat membentuk profe-
sionalitas aparat pengawasan fungsional intern, yaitu aspek integritas dan objek-
tivitas aparat yang melaksanakan pengawasan/pemeriksaan. Sedangkan faktor-
faktor yang membentuk kualitas akuntabilitas keuangan, yaitu minimnya tingkat
kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan
netralitas dalam pengungkapan.
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